
SALINAN

GUBERNUR SUI\4ATERA UTARA

PERATURAN OUBERNUR SUMATEM UTARA

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PEMTURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAI{UN 2017 TENTANG PENJABARAN ANCGARAN

pBUoeiereN oax BELANJA DAEMH PROvINSI SUMATEBA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHI\4AT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimanE telah diubah dengan Peraturan

Gubeffiur Nomor 12 Talur 2Q1Z telah ditetspkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah Provinsi

SumatBra Utara Ta.hun Anggaran 2017;

bahwa berda$8rkan butlr A angka 12 Surat Edaran Men&rl Dalain Negeri Nomor 903/1043/SJ lang Jal 24

Februari 2o17 tentang Petuqiuk Teknis Pengelolaan Dafla Bantuan Operaslonal sekolah satuan Pendidikan

Menengah Negeri dalr Satuan pendldikan Khu6us Negcri yang diselenggarakan Pcmerintah Provinsi pada Anggaran

b.
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c.

Pendapatan dan BeLanja Daeral dijelaskal balwa dalem hal pengaaggaran belanja Dana BOS dalam Perda

tentang APBD Tahun Anggaran 2017, belum sesuai dengan angka 8, Pernerintah Provinsi melakulan penyesuaian

dengan cara mela}ukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan

memberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD

Tahlrn Anggaran 2017 seBuai peratwan perundang-undangan;

bahwa bcrdasarkah Pasal 160 ayat (4) tbraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelotraaa Keuangan Daerah Bebagaimana telah diubah beberapa ksli terakhir dengan

Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peruba}}arl IGdua Atas Peraturen Mented Dal,am

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatal<an bahwa pergeeeran

anggaran dilaf<ukan dengaa cara mehgubah peratufsn kepala daerah tentang pcnjabaran APBD sebagai dasar

pelalsanaan untuk sclanjutnya dianggarkan dalarn rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Gubemur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2017

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ol7;

Undalg-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentahg Pembentukafl Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negrara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran N€gara Rcpubuk Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambalan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d.

Mengingat : 1.

2.

3.
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembaagunan Nasional (Lembaran Nega-ra

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan L€mbarafl Negara Republik Indonesia Nomor 442 U;

Undaag-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perfunbangan Keuangsn Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daereh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Noaor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L€mbarafl Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 24.1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) eebagaimana t€lah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undarg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undarlg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2015

Nomor 58, Tsmbahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)i

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggtaran Pendapatafl den Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24O, Tambahan Izmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5948);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentsng Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwa-Lilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) scbagaimana telah diubalt beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang PerubalBri Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4712);

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

t2.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerint€h Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20OS Nomor 137, Tambalan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturar Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang Sistem Informasi Keuangan Daetah (Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 4576)

sebagaimana tglah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negafa

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentaflg Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomaJr Pcmbinaan dan Pengewa8an Penyelenggaraal

Pemerintah Daerah (Irrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indone8ia Nomor 4614);

Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomof 25, Tafibahan Irmbaran Negara Republik Indonesie

NoBor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tefltang Tata Cara Pel,aksanaan Tugas dan Wewenang serta

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana

tclah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 23 Talun 2011 tdntang Perubahan Atas Peraturan Pemcrintsh

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pela}$anaan Tugas dan Wewenahg serta Kedudukan Keuangan

Ouberrur Eebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor

44, Tambahen l:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
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16.

t7,

18.

19.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

l&ggaran 2Ol7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 1 Tahun 20 16 tenta[g Pedoman Pcnyusunan Aftggaran Pendapatan den

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Daldrn Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tent€ng Perubahar Atas Peraturan

Mentefi Dalan Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan Bela4ja

Daerah Tahun Anggaran zOU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

Pefaturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Poko&-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sunatera

Utara (l€mbaran Daerah Provinei sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 1);

Petaturan Daerah No&or 1 Tahun 2017 tentang Anggaf,an Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 1);

Pefaturan Gubemur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatsn dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 4)

sebagaimana telah diubah dengaa Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan At .s Peraturan

Gubemur Surnatera Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2107 (Berita Daerah Provinsi Surnatefa Utara Tahun 2O17 Nomor 12);

20.

Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PEMTURAN GUBERNUR SUMATERA I/TARA NOMOR

4 TAHUN 2017 TEI,ITANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI"ANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA

UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
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Pasal I

Ketentr.ran Pasal 1 Peraturan Gubcmur Sumatcra Utara Nomot 4 Tahun 2017 tentaI;:g Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utda Tahun Anggarai 2017 (Berita Daerah Provinsi SuEratera Utara Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana

telah diubah dengajr Peraturan Gubernul Nomor 12 ?ahun 2017 tentang Pcrubahan Ata€ Peratulan Gubemur Suftatera Utara Nornor

4Talrun 2OL7 (Berita Dacrah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nohor 12) diubah sehingga bsrbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perfabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daefa} Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatarr
a, Semula
b. Bertambah/(berkurang)
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
c. Jumlah Belanja setelah perubahan

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah I (berkurang)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setetah perubahan

Rp. 12.170.582.105.913,0O
Rp. o,oo

Rp. 13.034.684.29L.945,00
Rp. 3.072.971.405,00

Rp. 942.LOz.186.032,00
Rp. 3.072.971.405,00

Rp, t2.fiA.582.10s.913,00

Fp. . 13.037.757.263.350,00
Rp. (867.175,157.437,00)
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b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah peilbahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Salinan Aslinya
UM,

NrP.19s90227 198003 1 004

Diundangkan di Medan
padatanggal 6Juni 2OL7
SEKRETARIS DAEMH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

78.000.000.000,o0
o,o0

Rp.
Rp.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 Juni 2AL7

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Rp" 78.90o.00o.000,O0_

Rp.
Rp.

(945.175,157.437,00)
0,00

Pasal II

Peraturan Gubcrnur ini mulai berlaku pada tanSgal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengrrndangan Peraturan Gubemur ihi dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsl Sumatcra Utara'

20L7 NOMOR s5
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